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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang 
digunakan untuk membantu terwujudnya pembangunan terhadap suatu 
negara. Dalam penyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai 
kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dari segi 
kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan. Pajak adalah kontribusi wajib 
pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarakan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Setiawati, 
2014:1). Pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat membantu 
terwujudnya kepentingan tersebut dengan cara meningkatkan penerimaan 
dari sektor pajak. Memaksimalkan peningkatan penerimaan dari sektor 
pajak, pemerintah harus mengambil langkah agar dapat mendorong 
kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sehingga kesadaran 
masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya erat kaitannya dengan 
upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
Menurut Suharno (2012), penerimaan pajak adalah penghasilan 
yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya 
sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara 
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tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini penerimaan pajak erat 
kaitannya dengan wajib pajak yang mematuhi kewajiban dan hak dalam 
perpajakan. Sehingga dapat mendukung meningkatnya penerimaan pajak. 
Penerimaan pajak dapat diperoleh dari pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) menyatakan penerimaan pajak tahun ini sudah jauh lebih baik 
dibandingkan 2016. Meski, target penerimaan pajak yang sebesar Rp 
1.283,6 triliun tidak akan tercapai. Direktur Potensi, Kepatuhan dan 
Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan, hingga akhir November, 
penerimaan pajak memang baru mencapai 78 persen dari target. Ini artinya 
masih ada kekurangan sekitar Rp 290 triliun. Meski masih ada kekurangan, 
namun posisi penerimaan pajak saat ini sudah mencapai 78 persen dari 
target. Sedangkan pada tahun lalu, hingga Desember penerimaan pajak 
hanya mencapai 70 persen. (Liputan6.com) Hal ini dikarenakan rendahnya 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) menyebutkan bahwa ada 3 juta Wajib Pajak Pribadi belum 
melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 
2017. Saat ini DJP terus melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak 
(WP) melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 sebelum akhir 2018. Direktur 
Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak menjelaskan, hingga batas 
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akhir pelaporan pajak pada 31 Maret 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 mencapai 10,59 juta SPT. Angka 
tersebut tumbuh 14,01 persen jika dibandingkan 2017. Dari 10,59 juta SPT 
tersebut, 8,49 jutanya melalui layanan pelaporan SPT elektronik, sedangkan 
sisanya secara manual atau melaporkan secara langsung ke kantor 
pelayanan pajak (KPP). (Liputan6.com) 
Kepala BPPKAD Ponorogo, Bambang Tri Wahono menyebutkan 
bahwa pada tahun 2017 pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan 
bangunan (PBB) di Kabupaten Ponorogo belum maksimal. Hingga batas 
pembayaran tahap pertama akhir Agustus lalu, penerimaan baru menyentuh 
90 persen. Pihaknya masih memiliki sejumlah tunggakan pajak akumulasi 
dari tahun ke tahun setelah pelimpahan pengelolaan dari KPP Pratama 2013 
silam. Besarnya mencapai RP 2 miliar. Dengan rata-rata terdapat tunggakan 
RP 300 juta setiap tahun. Tunggakan lanjutnya berasal dari wajib pajak lama 
dan baru. Bahkan, ada yang belum tertagih sejak pelimpahan. Penagihan 
gencar dilakukan hingga menyisakan Rp 850 juta di 2015. Namun, 
tunggakan dari WP baru bermunculan bahkan meningkat. 
Berdasarkan ulasan di atas peneliti ingin menguji dan membuktikan 
kepatuhan wajib pajak ditinjau dari sektor lain yatu dari penerimaan pajak 
penghasilan. Menurut data Badan Pusat Statistik menyebutkan, WP orang 
pribadi yang melaporkan SPT baru 8,5 juta WP. Padahal jumlah orang yang 
bekerja secara aktif ada 110 juta orang. Artinya, rasio SPT terhadap 
kelompok pekerja aktif hanya 7,73 persen.  
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Dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Ponorogo 
masih terbilang rendah. Sehingga berpengaruh terhadap peenerimaan pajak 
yang seharusnya bisa maksimal. Oleh karena itu peneliti disini ingin 
menganalisa lebih dalam terkait pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak 
dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Ponorogo untuk 
dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak. 
Upaya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak salah satunya melalui pengawasan Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dengan 
perubahan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, pengawasan 
dan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui pemeriksaan pajak. 
Pemeriksaan pajak merupakan kumpulan kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 
kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peranturan perundang-undangan. Tujuan pemeriksaan pajak 
dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang berusaha 
melakukan kecurangan yang akan menyebabkan kerugian pada negara 
berupa penerimaan pajak negara yang berkurang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2010) mengungkapkan 
bahwa terdapat hubungan positif antara variabel tingkat kepatuhan wajib 
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pajak dan pemeriksaan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak 
penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Selain itu 
menurut Ratnasari dan Afriyanti (2011) yang meneliti kepatuhan wajib 
pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan periode 
2004-2008 di KPP Pratama Denpasar Timur. 
Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Euphrasia Susy 
Suhendra (2010) yakni tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari 
jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan 
badan pada KPP, namun pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT 
yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Penelitian lain dilakukan 
oleh Alfian Rahmat (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan 
wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Pramata 
Surabaya Krembangan. 
Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada dan fenomena yang 
terjadi di daerah Ponorogo, peneliti ingin menguji kembali tingkat 
penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan melalui tingkat kepatuhan 
wajib pajak dan pemerikaan pajak. sehingga peneliti melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan 
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Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo”. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib 
pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. 
D. Manfaat 
Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
pemahaman untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi. 
b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi penelitian 
terdahulu sekaligus sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya 
yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak 
terhadap penerimaan pajak. 
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Manfaat Praktis 
a. Bagi Wajib Pajak  
Diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan 
agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.  
 
b. Bagi kantor pelayanan pajak  
Memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai 
bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak yang telah 
dilakukan.  
c. Bagi peneliti  
Dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khusunya perpajakan yang 
telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan.  
d. Bagi pembaca  
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek dalam 
perpajakan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
